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BUPATI SANGGAU
PERATURAN BUPAT! SANGGAU

NOMOR 40  TAHUN 2011

TENTAhSG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang

BUPAI! SANGGAU,

bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau
Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
maka dalam rangka peningkatan kapasitas dan kelancaran pelaksanaan
tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dipandang pertu adanya
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan

Desa (BPD);
bahwa BPD dibentuk berdasarkan usulan oleh masyarakat Desa yang
bersangkutan yang mencerminkan keterwakilannya yang ditetapkan
dengan cara musyawarah dan mufakat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penvusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat

A. - X

1. Undang-Undang Nornor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nornor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tamhahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Daerah kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau
Tahun 2007 Nomor 5).
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MEMUTUSKAM :
Menetapkan  :  PERATURAN BUPATi TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB i
A KETENTUAN UMUiyi

Pasai 1
Dalam Peraturam Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.

2. Bupati adalah Bupati Sanggau.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintaham Daerah.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah
dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sisten dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Kecamatan adatah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.

6. Desa atau yang disebut dengan nama Iain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan
masyarakat hukurn yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat isitiadat

* setempat yang diakui dan dihormati dalarn sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

; 7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

* 8. Pemerintahan Desa dalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Dusun adalah bagian dari wilayah Desa dan merupakan bagian dari kesatuan masyarakat desa
vana dibentuk berdasarkan asal usul atau melalui musyawarah dan ditetapkan oleh Pemerintah

lO.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalarn penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Desa.

11. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang telah disahkan oleh Kepala Desa setempat
setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dan mengikat seluruh warga
Desa;

12. Pimpinan Sementara BPD adalah Pimpinan Sementara BPD terdiri dari 2 (dua) Anggota BPD
yang tertua dan termuda yang ditunjuk oleh Anggota BPD pada saat rapat BPD yang pertama
kali dilaksanakan setelah Calon Terpilih Anggota BPD diresmikan dan dilantik menjadi anggota
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